
dim•k•ud da1aJn huru! a. hurul b, clan huruf c, perlu 
menet.apkan Peraturan Bupatl tent.an& Penyelenggaraan 
8let.em Panerintahan Berbule ltlektronlk Di Lingkungan 
Pemerintah Durah Kabupaten Kolaka Utara; 

bagaimana d. butwa berduarkan pertimbangan 

elektronik male.a diperlukan landasan hukum sebagai 
arah dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Berbaaia Elelrtronik di Kabupaten Kolaka Utara; 

c. bahwa berdaaarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 
2018 tentang Siatem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 
diperlukan pengelolaan Siatem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di daerah; 

berbasis penyelenggaraan pemerintahan daerah 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di 
perlukan eistem pemerintahan berbasis lektronik; 

b. bahwa untuk memberikan kepa tian hukum 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONTK 

TAHUN 2024 03 M R 

BUPATI K LAKA UTARA PE TU 

PROVIN I ULA WE l TENGGARA 

BUPATI KOLAKA UTARA 



Indonc i T hun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
N gara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 
Transaksi Elektronik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
.Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndoneaia Nomor 5038); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I 1 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembuan Nepra Republlk Indonesia To.hun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lomba.ran Neg1u11 Republik 
lndoneala Nomor 8234): 1ebep.l.mana tel.ah di ub h 
beberapa ka.11 terakh1r denpn Undan&·Undung Nomor 
13 iahun 2022 tentana PerutMlhan Kedua atas Undang- 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang 
Pembentukan K bupaten Bombana, Kabupaten 
Waka to bi dan I abupaten Kol aka Utara di Provinsi 

ul , si T nggara (Lcmbaran Negara Republik 

l. Pa al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

l 

l ----· ---· 



i ,. 

Undnng Nomor 12 tahun 2011 t ntang P mb ntukan 

Peraturan Pcrund ng-undangan (Lcmbaran Negara 

Republik Indon ia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

P rn rint han D erah (Lembaran Negara Republik 
lndonc i T hun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembaran 

cgnrn R publik lndon ia Nomor 5587) sebagaimana 
teluh beb .rapa kali diubah t rakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Nomor 6856); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 
2018 tcntang Siatem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182); 

l I, Peraturan Preeiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2019 tcntang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara 
Republlk Indonea!a Tahun 2019 Nomor 1121; 

12. Peraturan Menteri Pendayqunun ApulltUr Negara dan 
Rdormai Birokrui Nomor 19 Tahun 2018 ten tang 

~ Pea. Proeoe 8'en1e lnatarud Pemcrintah; 



KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Utara; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; 

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelengarakan urusan 
pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; 

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
membcrikan layanan kepada Pcngguna SPBE; 

7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan 
terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian 
dalam penerapan SPBE secara terpadu; 

8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai 
penerapan SPBE yang efektif, efesien, dan berkesinambungan, 
serta layanan SPBE yang berkualitas; 

9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) 
atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai 

manfaat; 
10. Araitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya clisebut 

Araitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mcnde kripsikan 
integram pro11ea biania, data dan infonnui, infrastruktur SPBE, 
aplikaai SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan 
1ayanan SPBE yang terintepui yang ditetapkan di pemerintah 

d&enlh; 

BAB I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANO PENYELENOOARAAN SJSTEM 

PEMERlNTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNOAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA. 

IIEIIUTUSKAN: 

L 



11. Peta Rencana SPBE Pernerintah Daerah, yang selanjutnya 

disebut Peta Rencana SPBE adalah dokurnen yang 

mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan 
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang d.itetapkan di 

pemerintah daerah; 
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur 

dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pusat dan pemcrintah daerah masing-masing; 

13. lnfrastruktur PBE adalah semua perangkat keras, perangkat 
lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk 
menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan 
dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan 
perangkat elektronik lainnya; 

14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan 
sistem elektroni.k dan komponen terkait lainnya untuk 
keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan 
pemulihan data; 

15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungk.an 
antar simpul jaringan dalam suatu organisasi; 

16. Jaringan Antar OPD (WAN) adalah jaringan yang 
menghubungkan antar OPD; 

17.Jaringan Intra OPD (LAN) adalah jaringan yang 
menghubung)can komputer dengan perangkat pendukungnya 
dan dapat berkomunikaai di dalam OPD; 

18. Siatem Penghubung Layanan adalah perangkat 
integraai/pengbubung untuk melalrukan pertukaran Layanan 
SPBE; 

19. Aplilcaai SPBE adalah satu atau sekumpulan program 
kompute!' clan prosedur yang d.irancang untuk melakukan 
tugu atau funpi layanan SPBE; 

20. Aplikui Umum adalah Aplikui SPBE yang sama, tandar dan 
dipanakan eecara bqi pakai oleh lnatansi pusat dan/atau 

pemerintah daerah; 
21. ApUkwei KhU8U8 ada1ah ApHk•el SPB& yang d.ibangun, 

ctlkembanpan, dipanakan, clan dikelola oleh inslanai pusat 
atau plllmrintah dMrah tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

kbu.ua Jllna bulalD llllbutuban inet•nw puat clan pernerintah 
..._,. lain; 



lnlormul clan Jromuoikeei; 

22. Repo itori dalah tempat p nyimpanan aplikasi, kode sumber 

dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya; 

23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu 

dalam SPBE; 

24. Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi adalah proses yang 

istematis untuk m mperol h dan mengevaluasi bukti secara 

objektif terhadap a t teknologi informasi dan komunikasi 
dengan tujuan untuk m netapkan tingkat kesesuaian antara 
teknologi informs i dan komunikasi dengan kriteria dan/atau 
standar ang telah di tetapkan; 

25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, 
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, rnasyarakat, pelaku 
usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE; 

26. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan lnformasi 
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu mernahaminya; 

27. lnformaai adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda­ 
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, 
f'akta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan 
dibaca yang diaajikan dalam berbagai kemasan dan format 
eesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik maupun non elektronik; 

28. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Disaster 
Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk 
memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi 
penting SPBE yang terganggu atau rusak ak:ibat terjadinya 
bencana yang dieebabkan oleh alam atau manusia; 

29. Bumber Daya ManuaJa Telmologl lnformui Komunikasi yang 
eelanjutnya diaingkat SOM 11K adalah pegawai OPD yang 
memilild tupa clan wewenanc terkalt dengan teknologi 



30. OPD Mandiri TlK adalah OPO yang dinilai telah marnpu 

membangun, mcngembangkan dan mengelola apalikasi 

dan/atau infrastruktur SPBE; 
31. OPD Pernilik Layanan adaJah OPD yang berdasarkan uraian 

tugas pokok dan fungsinya merupakan penaggung jawab 
utarna layanan terkait; 

32. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau 
dua komponen TIK atau lcbih untuk saJing berkomunikasi, 
bertukar data dan menggunakan informasi yang 
dipertukarkan; 

33. Keamanan informasi adaJah perlindungan data dan informasi 
dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, 
penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan dan/atau 
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang; 

34. Pelayanan Level 1 atau selanjutnya disebut dengan Service 
Desk Tier 1 adaJah staf atau unit di OPD yang merniliki tugas 
dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang 
dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk 
melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan 
TIK di SKPD tersebut; 

35. Pelayanan Level 2 atau selanjutnya disebut dengan Service 
Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi Informatika dan 
Persandian yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak 
yang dihubungi Service Desk Tier apabila terdapat 
permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesai.kan oleh 
Service Desk Tier 1; 

36. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang 
harus dilakukan, mencakup di dalamnya dokumen yang 
d.igunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang 
digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang 
dihaailkan dan standar masing-masing aktivitas, masukan dan 

luaran; 
37. Tim Koordinaai adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan 

keterpaduan pelakaanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE 
dan Audit Teknologi lntonnui clan Komunikasi serta 
pemantauan dan evaluaai SPBE Pemerintah Oacrah; 



g. kearnanao. 
(2) Efektifitu aebagaimana dimaksud p d ayat (1) huruf a 

merupakao optirnaliuei pemanfaatan umber daya yang 
mendukun& SPBE yang berhasil guna sesuai dengan 

kebutuhan. 
'3) ICderpaduan aehepimaoe dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupe.kan peogintegruian aumber daya yang mendukung 

SPBE. 
'4) ICeeinembungan aehapimena dtm•bud pada ayat (l) huruf c 

mcrupakan keberlanjutan SPBE aecara terencana, bertahap 
dan teru9 meneng ..WU denpn perkembang1tnnya. 

(st t"Jlwnel eebeptmena dtm•k•ud peda ayat (l) huruf d 
mcrupakan optlmaHNw pemanlaatan 11WDber d y yang 

........... IPB&JUII tepat ,una. 

(1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip: 
a. efcktivitas; 

b. keterpaduan; 
c. kainambungan; 
d. efi8ienai; 

e. akuntabilitaa; 
(. interoperabilitaa; dan 

Pasal 3 

(1) Peraturan Bupati ini dite pknn d ngan maksud untuk 
rnengatur penyelenggnr nn P E di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini dit tapkan dengan tujuan untuk 
rnemberikan acuan, p doman dan panduan penyelenggaraan 
SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, 

Pa al 2 

. Rencana Pembangunnn Jangkn Menengnh D erah yang 
lanjutn di ingkat RPJMO adalah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 



(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan 
unsur-unsur SPBE secara terpadu. 

(2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Araitektur SPBE; 
b. Peta rencana SPBE; 
c. Rencana dan anggaran SPBE; 
d. Proaea bianis; 
e. Data dan infonnasi; 
f. lnfraetruktur SPBE; 
g. Aplikaal SPBE; 

Bagian Kesatu 
Pasal 5 

BAB II 

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONlK 

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah 
Daerah meliputi: 
a. tata kelola SPBE; 
b. manajemen SPBE; 
c. audit teknologi informasi dan komunikasi; 
d. penyelenggaraan SPBE; dan 
e. pemantauan dan evaluasi SPBE. 

Pasal 4 

(6) Akuntabilitas s bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari 

PBE. 

(7) lntcroperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
merupakaan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan 
antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, 
informasi atau layanan SPBE. 

(8) Keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g 
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan 
kenirsangkalan (non repudiation) surnber daya yang 
mendukung SPBE. 



(l} Penyuaunan araitektur SPBE aebagairnana dimaksud dalam 
paaal 6 ayat (1} berpedoman pada Araitektur SPBE Nasional 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Tim koordinaai SPBE melakukan aupeniai penyusunan 
Araitektur SPBE. 

Paaal 7 

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam 
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan lnfonnasi, 
lnfrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk 
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan 
Pemerintah Daerah maupun integrasi dengan Instansi Pusat 
dan atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

(2} Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 
mengacu pada Arsitektur SPBE. 

(3} Arsitektur SPBE memuat: 
a. referensi arsitektur; dan 
b. domain arsitektur. 

(4} Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku 
yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap 
domain arsitektur. 

(5} Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat: 
a. domain arsitektur proses bisnis; 
b. domain arsitektur data dan informasi; 
c. domain arsitektur infrastruktur SPBE; 
d. domain arsitektur aplikasi SPBE; 
e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan 
r. domain arsitektur layanan SPBE. 

Bagian Kedua 
Arsitektur SPBE 

Pasal 6 

h. Keamanan SPBE; dan 

i. Layanan SPBE. 



(1) Peta Rencana SPBE memuat: 
a. tata kelola SPBE; 
b. manajeman SPBE; 
c. layanan SPBE; 
d. lnfrutruktur SPBE; 
e. aplikui SPBE; 
t. keamanan SPBE; dan 
1, audit teknologi informui dan komunilmal 

C2) Peta Renceaa SPBE 1ebepirnar,a dlmekeud pada ay t (1) 
diMMwl cSaJam bentuk pl'Olram dan/atau lcepltan SPBE. 

Bagian Ketiga 
Peta Rencana SPBE 

Paaal 9 

(1) Dines Komunika i lnformatika dan Persandian melakukan riviu 
dan evaluasi terhadap Ar itektur SPBE setiap tahun. 

(2) Reviu dan e lua i Ar it ktur SPBE sebagaimana dirnaksud 

pada a at ( 1) dilakukan b rdasarkan: 
a. perkembangan keadaan; 
b. kebutuhan daerah; 
c. penyesuaian dan perubahan arsitektur SPBE Nasional; 
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; 
e, perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (2); 

f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; dan/atau 

g. ketentuan perundang-undangan. 
(3) Dinas Komunikasi Informalika dan Persandian menyarnpaikan 

basil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim 

Koordinasi SPBE untuk dilindaklanjuti. 
(4) Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan 

haeil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati. 

Pa al 8 

(3) itektur PBE di u un untuk jangka ktu 5 (lima) tahun. 

( ) Bupati rnenetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputuaan 

Bu ti. 



(1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan riviu 
dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun. 

(2) Riviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: 
a. perkembangan keadaan; 
b. kcbutuhan daerah; 
c. perubahan peta rencana SPBE Nasional; 
d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 
e. perubahan arsitektur SPBE; 
f. huil pemantauan dan evaluasi SPBE P m rintah Daerah; 

dan/atau 
g. ketentuan perundang-undangan 

(3) Dinaa Komunikaai Informatika dan Persandian menyampaikan 
huil riviu dan evalua.ai Peta Rencana SPBE kepada Tim 

K.oordinaai SPBE untuk ditindaklanjuti. 
f4) Bupati menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE 

berdaNrkan ha.n reviu dan eva1u.ui dengan Keputusan 
Bnp11d 

Pasal 11 

(1) Penyu unan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE, Rencana 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah 
Daerah serta selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional. 

(2) Dinas Komunikasi Informalika dan Persandian rnengkoordinir 
penyusunan Peta Rencana SPBE. 

(3) Peta Rencan PBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

(4) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE dengan Keputusan 
Bupati. 

P al 10 

I 



... 

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan 
pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta 
penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE. 

(2) Setiap OPD pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis 
berdasarkan pada Arsitektur SPBE. 

(3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengkoordinir 
penyusunan proses bisnis yang saling terkait secara 
terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau 
pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang 
terintegrasi. 

(4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh 
kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. 

(5) Penyusunan proses Bisnis dituangkan kc dalam dokumen 
yang terstandardisasi. 

(6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5) dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kelirna 
Proses Bisinis 

(1) OPD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan 
proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan 
Peta Rencana SPBE. 

(3) Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sadan Keuangan 
dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi Infonnatika dan 
Persandian sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
mengkoordinir, mereviu dan mengevaluasi penyusunan 
rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

Bagian Keempat 
Rencana dan Anggaran SPBE 

Pasal 12 

Pasal 13 

, 



(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi 

yang dimiliki OPD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, 

pclaku usaha dan/ atau pihak lain. 
(2) Sctiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan 

ketentuan pcraturan perundang-undangan. 
(3) OPD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud 

pa.da ayat (1) dalam SPBE. 

(4) Penggunaan data dan informasi aebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan 
informaai antar OPD dengan berdaaarkan tajuan dan cakupan, 
penyediaan akses data dan informaai dan pemenuhan standar 
interopcrabilitas data dan infonnaai. 

Bagian Keenam 
Data dan Informasi 

Pasal 15 

(1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya 

melalui inovasi dan diterapkan kedalam sistem elektronik. 

(2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan reviu dan 
evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali. 

(3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakaukan berdasarkan: 
a. perubahan arah strategis Pemerintah daerah [visi, misi dan 

strategi); 
b. perubahan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 
c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun 

dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan 
publik; 

d. basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 
e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari 

perangkat daerah; dan/ atau 
f. adanya umpan balik dari basil evaluasi atas implementasi 

proses bisnis. 

Pasal 14 



(1) Infrastruktur SPBE terdiri atas: 
a. pusat data; 
b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan 
c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah. 

(2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaku.kan secara bagai pakai di dalam Pemerintah 
Daerah. 

(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan 
atau pengembangan lnfrastruktur SPBE barus didasarkan 
pada Arsitektur SPBE. 

Bagian Ketujuh 

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan tata kelola data 

dan informasi ditetapkan dalam peraturan terpisah yang 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) harus dilakukan 

berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. 

(2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. perencanaan data; 

b. pengumpulan data; 

c. pemeriksaan data; 

d. penyebarluasan data. 

Pasal 16 

(SJ Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) berdasarkan pada 

Arsitektur SPBE. 

(6) Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan 

penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar OPD. 



- .. --·- - ------- 

(l) P nggunaan Pu rtujuan untuk mening.katkan 
efisiensi dalarn mernanfaatkan sumb r daya Pemerintah 
Daerah. 

('2) Pusat Data sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 18 ayat ( 1) 

huruf a mcrupakan pusat data yang digunakan secara bagi 
pe.kai oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan sating 
terhubung. 

(3) Pusat Data Pemcrintah Daerah dapat berupa: 
a. pusat data nasionaJ; dan/atau 
b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah 

dalam hal pusat data nasionaJ belum ditetapkan atau 
belum seeuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah. 

(4) Dinaa Komunikasi lnformatika dan Persandian mengelola 
Pueat Data aebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 

(SJ Puaat Data sebagaiman dimaksud pad ayat (3) huruf b 

menyediakan wilitas bagi pakai dcngan OPD dan membuat 
keterhubunpn dengan Puaat Data Provin i dan Pusat Data 
Nasional. 

(6) Puaat Data harua memenuhi Standar Na ional Indonesia. 
(7) Oalam hal Standar Nasional Indonesia aebagaimana ctimaksud 

pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah 

mm,ililri Puat Data b.arua mengunakan standar 

int.em.uional. 
ca, Pu.Mt Data eebeplmana d.lmabud ~ ayat (3) huruf b 

mmyeclkkan j,uninan colocation, kND\IUP server dan up­ 
time eerver. 

C9I 8etiap OPD di Unpunpn Pemerintah Dacrah wojib 
menempatkan data dan/atau Nr+anya di PUaat Datu. 

( lot OPD Mend.In 11JC dapat menpdakan eencUrt NMII' aert 

Paragraf 1 

Pusat Data 
Pa al l 

lnformatik d n Persandlan menyusun kcbijakan terkait 
infra truktur PBE. 

menjamin ketereedi l yanan lnfrastruktur 
dim k ud d ay t (1), Dinas Komunikasl 

(4) Dalam 

PBEsc 



(1) Setiap OPD wajib melalrukan pencadangan (back up) data 
secara berkala ke dalam server di pusat data Pemerintah 

Daerah. 
(2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan 

koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan 
kewajiban pencadangan (back up) data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 21 

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah 
dila.ksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data. 

(2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), Dinas Kornunikasi Informatika dan 
Persandian melakukan pengelolaan data setelah mendapat 
persetujuan dari OPD pemilik data. 

Pasal 20 

melakukan konfigurasi, operasional dan perwatan server. 

(11) Dalam hal OPD tidak dapat mengadakan server sendiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas 
Komunikasi lnformatika dan Persandian menyediakan 
fasilitas Virtual Private Server (VPSJ beserta konfigurasi dan 
perawatan server di Pusat Data. 

(12) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 
menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan Pusat 
Data. 

(13) Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian 
melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan 
pusat data setiap tahun. 

(14) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (13) ditinjaklanjuti dengan melakukan perbaikan 
terhadap layanan pusat data. 



melakaanakan percncanaan, pembangunan, pemeliharaan, 
pengoperaaian dan/atau pengembangan jaringan antar 
OPO (WAN) hingga router OPD seluruh Pemerintah Daerah, 

termuukjaringan fiber optic Pemerintah daerah. 
b, OPO mandiri 111< melakaanakan perencanaan, 

pembanguna, pemeliharaan, pengoperaaian dan/atau 
per181S!Dbanpn jarinpn intra OPO (LAN) clan perangkat 

Persandian dan lnformatika a. Dinas Komunikaai 

(1) Penggunaan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hu.ruf b bertujuan untuk 

menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan 
informasi antar simpuljaringan dalam Pemerintah Daerah. 

(2) Setiap OPD harus menggunakan jaringan intra pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Jaringan intra pemerintah daerah harus terinterkoneksi 
dengan jaringan intra Instansi Provinsi dan jaringan intra 
lnstansi Pusat. 

(4) Jenis jaringan intra pernerintah daerah sebagaimana 
diroaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. jaringan antar OPD (WAN); dan 
b. jaringan intra OPD (LAN) 

(5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasiaan 
dan/atau pengembangan jaringan intra pemerintah daerah 
wajib mengacu pada Arsitektur SPBE. 

(6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasiaan 
dan/atau pengembangan jeringan intra pemerintah daerah 
ditetaapkan sebagai berikut: 

Paragraf2 
Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Pa 123 

Dinas Komunik lnforrnatik dan P rsandian m njamin 
kcraha i n dan kearnanan data yang di irnpan di dalam pusal 
d t u · k t ntuan p raturan p rundang-undangan yang 

rlaku. 

Pa al 22 

• 



(1) Setiap OPD wajib mcnycrahkan diagram jaringan intra OPD 
(LAN) terkini kepada Dinas Komunikasi lnformatika dan 
Pereandian paling aedikit 1 (satu) lcali dalam setahun. 

(2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan jaringan 
Intra OPD (LAN) apabila terdapat perubah.an. 

Pasal 25 

(1) Jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar 
yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Jaringan intra OPD (LAN) dan perangkat khusus OPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b 
harus dapat diperiksa oleh Dinas Komunikasi lnformatika 
clan Persandian. 

Pasal 24 

melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, 
pengoperasian dan/ atau pengembangan jaringan intra 
OPO (LAN) dan perangkat khusus OPD selain OPD Mandiri 
TIK. 

(7) Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian melakukan 
reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan intra 
pemcrintah dacrah setiap tahun. 

(8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap 
layanan intra pemerintah daerah. 

Persandian dan Informatika Komunikasi Dina 

khusu PD uai d ngan kewcnangannya dengan 
m mperhataikan tuga pokok dan fungsi masing-masing 

PD. 

., 



. ·~J· ,$ •-. 

(1) P nggunaan sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf c bertujuan untuk memudahkan dalarn melakukan 
integrasi antar Layanan SPBE. 

(2) Setiap OPD harus menggunakan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi 
dengan data dan/ atau Jayanan SPBE yang dikelolanya. 

(3) Dinas Komunikasi informatika dan Persandian dan/atau 
OPD Mandiri TIK membangun sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1). 

(4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 
Komunikasi Inforrnatikda dan Persandiandan/atau OPD 
Mandiri TIK harus: 
a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; 

b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE 
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
OPD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas 
Komunikasi Informatika dan Persandian. 

(6) Dina.a Komunikasi Informatika dan Persandian dan/atau 
OPD Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. 

(7) Hui reviu dan evaluaai eebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditindeldertjuti dengan melaku.laUl perballcan . 

Paragraf 3 

t m P nghubung Layanan P m rintah Daerah 
Pasal 26 



a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau 
pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi 
Puaat atau Dinas Komunikasi Informalika dan Persandian 
dalam hal daftar resmi Aplikasi Umumbelum ditetapkan 
oleh Inetansi Puaat yang berwenang. 

b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umurn dari Instansi 
Puaat tidak terintegraai, maim Dinas Komunikasi 
lnformatika dan Penandian dapat merencanakan, 
mcmbangun, memelihara dan/atau mengembangkan 
aplikui penghubung antar Aplikui Umum; dan 

e. perencanaan, pemt.naun&n, pemeliharaan dan/alau 
penaemb&np.n Apllkul KhU8U8 dilakukan oleh Dinas 
Komuotkaei lnlormadke clan Plnmldian danyatau OPD 
Mandlrf mc. 

(2) Sebelum melakukan perencaneen, pembangunan, 
pemeliharum dan/atau Pfflll'Dbeaaen Apff)ree Khusus 

(1) Pelakaanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan 
dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai 
beri.kut: 

Pasal 28 

mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, 
pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan 
aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
berdasarkan Arsitektur SPBE. 

Persandian dan Informatika 

a. aplikasi Umum; dan 
b. aplikasi Khusus. 

(3) Dinas Komunikasi 

alas: 

(1) Aplikasi PBE digunakan Pemerintah Daerah untuk 

memb rikan Layanan SPBE. 
(2) Aplika i SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

Pasal 27 

Aplikasi Si tern Pemerintah Berbasis Elektronik 

Bagian kedelapan 



(1) Pelaksanaan perencanaan, pernbangunan, pemeliharaan 
dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau 

pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi 
Pusat atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 
dalam hal daftar resmi Aplikasi Umumbelum ditetapkan 
oleh lnstansi Pusat yang berwenang. 

b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi 
Puaat tidak terintegrasi, maka Dinas Komunikasi 
Informat.ika dan Perssndian dapat merencanakan, 
membangun, memelihara dan/atau mengembangkan 
aplika.ai penghubung antar Aplikasi Umum; dan 

c, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau 
pe:nge.mbangan Aplikaai Khuaua dilakukan oleh Dinas 
Komunikaai Informatika clan Penandian dan/atau OPD 
Mandiri TIK. 

(2) Sebelum melakuk.a.n perencanaan, pembangunan, 
pemeliharun dan/atau penpmbenpn Aplikasi Khusus 

Pasal 28 

mengkoor<linasikan keterpaduan perencanaan, 
pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan 
aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
berdasarkan Arsitektur SPBE. 

a. aplikasi Umum; dan 
b. aplikasi Khusus. 

atas: 

(1) Aplikasi SPBE <ligunakan Pemerintah Daerah untuk 
memberikan Layanan SPBE. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

Pasal 27 

Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

Bagian kedelapan 

Persandian dan Informatika Komunikasi (3) Dinas 



(1) Aplikaai beaerta kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
da1am paaa1 28 ayat (7) wajib diserahkan kepada Dinas 
Komunikasi Informatika clan Persandian untuk di 

dokumentaei dan disimpan di Repository aplikasi. 
fl) Hak cipta ataa Aplikaai beeerta kelengkapannya sebagaimana 

dirnakau.d pad& ayat (1) mertjadi milik Pemerintah Daerah. 
(3) Aplikaai eebeplrnana dimakaud p&da ayal ( l) harus dapat 

diperikN keeeauaian funpinya oleh Dinas Komunika i 

lnformatika dan Penandian. 

Paaal 29 

(7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi 
dokumentasi aplikasi, meliputi: 
a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak; 
b. dokumen manualpenggunaan; dan 
c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing 

prosedur. 

a. perencanaan; 
b. analisis; 
c. desain; 
d. implementasi; 
e. pengujian; clan 
f. pemeliharaan. 

ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, OPO mandiri 

TIK harus berkonsultasi kepada Oinas Komunikasi 

lnformatika dan Persandian. 

(3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode 
sumber terbuka. 

(4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode 
sunber tertutup, OPD harus mendapatkan pertimbangan 
dari Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian. 

(5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup 
pengembangan sistem. 

(6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), mencakup: 



(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, 
keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan 
(nonrepudiation) sumber daya terka.it data dan informasi, 
infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. 

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi kearnanan, 
pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya. 

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. 
(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. 
(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan 
validaai. 

(6) Penja.minan keniraangkalan (nonrepudiation) sebagaimana 
dirnaksud pad.a ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda 
tanpn digital dan jaminan pihak ketip terpcrcaya melalui 
pengunaan eertifikat digital. 

Pasal 31 

Bagian Kesembilan 

Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

h!_~:lh_nn.~-,_~ilt_1tka!!,gQjtli untuk Aplika i SPBE dan situs 
anan informasi yang dikelolanya. 

(2) PD m nggunakan alamat email @kolutkab.go.id untuk 
b rkomunikasi s cara Dinas Komunikasi lnformatika clan 

Persandian. 

(3) Pengelolaan informasi dan Jayanan pada sub domain 
merupakan tanggung jawab OPD. 

(4) Dinas Kornunikasi lnforrnatika dan Persandian menetapkan 
dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesua.i dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

dari domain ub menggunakan wajib (1) OPD 

P al 30 



mela.ksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi. 
(2) Jenis Layanan Kearnanan Informasi sebagaimana dima.ksud 

pada ayat (1) meliputi: 
a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap 

Sistem Elektronik; 
b. asistensi dan fasilitasi penguatan kearnanan Sistem 

Elektronik; 
c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem 

Elektronik dan dokumen elektronik; 
d. pcrlindungan informasi melalui penyediaan perangkat 

teknologi Keamanan Informasi dan jaringan komunikasi 
sandi; 

e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan 
Sistem elektronik; 

f. audit Keamanan Sistem Elektronik; 
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen; 
h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan 

kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat 
kesadaran Keamanan lnformasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah dan Publik; 

i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang 
Statistik dan Persandian; 

j. pcngelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi; 
k. pcnanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik; 
l. forensik digital; 
m. pcrlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah 

daerah melalui teknik pcngamanan gelombang frekuensi 
atau sinyal; 

n. pcrlindungan infonnaai pada aset/fasilitas penting milik 

atau yang akan digunakan pcmerintah daerah melalui 
kegiatan kontra pcnginderaan; 

o. konaultaai Keamanan Informaai bagi pengguna layanan; 
dan/atau 

p. jenia Layanan Keamanan lnformui Jainnya. 

Persandian dan Informatika Komunikasi (1) Dinas 

Pasal 32 



(1) Pemerlntah Daerah harua menyediekan layanan administrasi 
pemerintahan berbuia elektronik eebagaimana dimaksud 

dawn Pua! 34 ayat (1) huruf L 

Paragraf 1 

Layanan Adminiatraai Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pual35 

b. layanan publik berbasis elektronik 
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal 
birokrasi da1am rangka meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas Pemerintah daerah. 

(3) Layanan publikberbasis elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang 
mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah 

daerah. 

(1) Layanan SPBE terdiri atas: 
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; 

dan 

Bagian Kesepuluh 

La.ya.nan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasal 34 

(1) Setiap OPD harus menerapkan Keamanan OPO. 
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan 

permasalahkan Keamanan SPBE, pimpinan OPD dapat 
melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Oinas 
Komunikasi lnformatika dan Persandian 

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis 
dan pro dur K amanan SPBE. 

P al 33 



(1) Pemerintah Daerah harus menyediak n layanan publik 
berbaaia clelrtronik acbegairnana dima.ksud dalam Pa al 34 

ayat ( 1) huruf b. 
C2) Layanan publik berbuia clcktronik sebagaimana d.imaksud 

J*1a ayat (1) m.cliputi layanan di bidang: 
a. pcnpduan pclayanan publik; 

b. data terbuka; 
e, jarinp.n dokwlumt.ui dan i.nformui hukum; dan 

d. layanan publik eekt.or 
(3J 1Aayanan publik Nktor eebapimena dtmeaud p da ayat (2) 

buru! d meUputi layanan eektor pend.idikan. peng j ran, 
pelcesjun dan uaaha, tcmpat tfncp1, komunika i dan 

iDlarmul, ttnt,P•apn bidup, kNebatan. jaminun o ial, 

Paragraf2 

Layan.an Publilc Berbasis Elektronik 

Paaal 36 

(2) Layanan dmini trasi pemerintahan berbasis elektronilc 
bagaimana dim ksud pada ayat (1) meliputi layanan yang 

mendukung kegiatan di bidang: 
perencanaan 

b. penganggaran; 
c. keuangan; 
d. pengadaan barang dan ja a; 

kepegawaian; 
f. kearsipan dinami ; 
g. pengelolaan barang milik daerah; 
h. pengawasan internal pemerintah; 
i. a.kuntabilitas kinerja organisasi; 
j. kincrja pegawai; dan 
k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi 

pemerintahan. 
(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 

diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan 
Aplik.asi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 



• 

b. ~ keamenan lnlormea; 
e. ~data; 
d. ......... wt,.._...., bdanDa9' daD lmamniktte; 

L meny,nen reeik.o; 
(I) Ne....,_, 8PBE meUpud: 

Pua138 

~nKeutu 
Urn um 

BABW 

MANA,JEMEN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK 

mengkoordinaaikan integrasi layanan SPBE sebagaimana 

dirnakfPJd pada ayat (1). 

dan Persandian lnformatika Korounikasi (3) Dinaa 

(1) lntegrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan 
dan mcnyatu.kan beberapa layanan SPBE ke dalam satu 
kesatuan aJur kerja layanan SPBE. 

(2) Pcmerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE 
eebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

Arsitcktur SPBE. 

lntegrasi Layanan Sistem Pcmcrintahan Berbasis Elektronilc 

Pasal 37 

Paragraf 3 

encrgi. perbankan, perhubungan, umber d ya alarn, 
riwi ta dan sektor trategis lainnya. 

(4) Layanan publik berbaais clcktronik diterapkan dcngan 
mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana 
dimak ud dalam Pasal 28. 

(5) Dalam ha! la anan publik berbasis elektronilc yang 
memerlukan Aplika i Khusus, OPD dapat melakukan 
pembangunan dan pengembangan Aplika i Khusus 
sebagaimana dirnaksud dalam P al 28. 

.. 



(1) MauJemen lawmeaaa intormul eebqiwnana dimaksud 
dalaJn pua1 38 ayat (1) hwuf b bem.tjuan untuk menjamin 
keber1anpunpn BPBE deftlan meminlmalkan dampak 

rWlro kNmanaa inlormuL 

~ Keemanan lnformui 

Pual40 

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) huruf a bertujuan untu.k menjamin keberlangsungan 
SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. 

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses 
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. 

(3) Manajeman risiko sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajeman risiko 
SPBE. 

(4) Dalam pelakaanakan manajemen risiko, OPD b rkoordinasi 
clan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi 
lnformatika clan Peraandian clan lnspektorat. 

Pasal 39 

Bagian Kedua 

Manajemen Risiko 

e. manajemen umber daya rnanusia; 

f. manajemen pengetahuan; 
g. manajemen perubahan; dan 
h. manajemen layanan SPBE. 

(2) OPD melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau 
standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia 
belum tersedia. 



------- - -- 

(1) M•ay,mea wt teknolosl informui dan komunikasi 
8ebeplmana dimakaud de1em Pua1 38 eyat ( 1) huruf d 

Bqi.an Kellina 

M•J\Y""Dffl ANt Teknologi Jnformui dan Komunikasi 

Pual42 

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 
(1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data 
yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat di akses 
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian pembangunan nasional. 

(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses 
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis 
data, lrualitaa data dan interoperabilitas data. 

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajeman data SPBE. 
(4) Dalam pelaksanaan manajeman data, OPD berkoordinasi 

dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi 
lnformatika dan Peraandian dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

Pasal 41 

Bagian keempat 

Manajemen Data 

(2) Manajemen keamanan infonnasi dilakukan melalui 

serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, 

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan 

pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan 

terhadap keamanan informasi SPBE. 

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman manajemen 
keamanan informasi SPBE dan diterapkan di seluruh OPD. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan infonnasi, OPD 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
Dinas Komunikasi Informati.ka dan Persandian. 



(3) Mamjemen pengetahuan aebagaimana dimak ud pada yat 

(2) dilakaanakan berduarkan pedoman manajemen 
penptahuan SPBE. 

(4) Dawn pdakanaun ~emen pengelahun, PD 
berkoordinui dan dapat melakukan konaulla i d ngnn 
Dlnu Komuntkeet lnlormatlka clan Penudian. l _ 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaiamana dimaksud dalam 
pasal 38 ayat (1) huruf f hertujuan untuk meningkatkan 
Jrualitaa Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan 
keputuaan dalam SPBE. 

(2) Manajemen pengetahuan d.ilakulca.n melalui serangkaian 
proaea pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang 
dibaailkan da1aln SPBE. 

Bagian Ketujuh 

Manajemen Pengetahuan 

Pasal 44 

bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi 

pemanfaatan a t t knologi informasi dan komunikasi dalam 

SPBE. 

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi 
dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, 
pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. 
(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan 

dan peningkatan kopetensi sumber daya manusia untuk 
pelak anaan Tata Ketola SPBE dan Manajemen SPBE di 
semua OPD. 

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman 
manajemen sumber daya manusia SPBE. 

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, OPD 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 



(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 38 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjarnin 
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE 
kepada Pcngguna SPBE. 

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan rnelalui s rangkaian 
proses pelayanan Pengguna SPBE, pengopera ian Layanan 
SPBE dan pengclolaan Aplikasi SPBE. 

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mcrupekan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, 
pngguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan 

SPBE dari Pengguna SPBE. 
(<') PelJFperuian Layanan SPBE aebegaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan 
pemeliharaan ln!rutruktur SPBE dan Aplikaai SPBE. 

(5) f>en8elolaan Aplikui SPBE eehepimena d.ima.ksud pada ayat 
(2) merupuan kesiat.an pemt.n,unan dan pengembangan 

8agian Kesembilan 

Manajemen Layanan SPBE 

Pasal 46 

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. 

OPD perubaha, manajemen pelaksanaan (4) Dalam 

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjarnin 
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE 
melalui pengendalian perubahan yang terjacli dalarn SPBE. 

(2) Manajemen perubahan dilakukan rnelalui serangkaian 
proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, 
pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. 

(3) Manajemen perubahan sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) 

di)akaeoakao berdasarkan pedoman manajemen perubahan 
SPBE. 

Pasal 45 

Bagian Kcdelapan 

Manajemen Perubahan 

, 



b. Dinas Komunika.si Informatika dan Persandian 
membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2. 

(8) Service Desk Tier 1 sebagaimana dirnaksud dalam ayat (7) 
huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai 
pennasalahan layanan SPBE di tingkat OPD. 

(9) Da1am hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan 
permasalahan layanan SPBE di tingkat OPD sebagairnana 
dimaksud pada ayat (8), maka Service Desk Tier 1 
menyampaikan pcrmintaan solusi permasalahan ke Service 
Desk Tier 2. 

(lO)Servioe Deak Tier 2 bertanggung jawab menyelesaikan 
pennaaa1ahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan 
Service Desk Tier 1. 

(l l)Dinaa Komunikaai Informatika dan Persandian koordinasi 
dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-rnasing 
OPD dengan Service Desk Tier 2 di Dinas Komunikasi 
Informatika dan Persandian. 

(12)Dalam pel.aksan.aan man.ajemen Layanan SPBE, OPD 
berkoordinasi dan dapat mela.kukan konsultasi dengan 
Dinaa Komunikasi Informatika dan Persandian. 

plikn i yang bcrpedoman pada siklu pcmbangunan dan 
pcngembangan Aplika i SPBE. 

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
Layanan SPBE. 

(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, 
maka: 

a. setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau 
membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan 
fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1; 
dan 

.. 



(1) udit Teknologi Inform Id n Komunik i terdiri atas: 
. audit lnfrnstruktur PBE; 

b. audit Aplilcasi SPBE; dan 

e. audit Keamanan SPBE 
(2) Audit Tcknologi lnformasi dan Komunikasi meliputi 

pemeriksaan hal pokok teknis pada: 
a. Penerapan tata kelola dan manajemen Leknologi informasi 

dan komunikasi 
b. Fungsionalitas teknologi informasi clan komunikasi; 
c. Kincrja tcknologi informasi dan kornunikasi yang 

diha.silkan; dan 
d. aspck teknologi informasi dan komunikasi lainnya. 

(31 Audit ekaternal Teknologi Informasi dan Komunikasi 
diJakaaoakan olch lembaga pelaksana Audit Teknologi 
lnformui dan Komunikasi pemerintah atau lembaga 
pelabana Audit Tcknologo Inform i dan Kornunikasi yang 
terakreditasi 11auai dengan kctcntu n peraturan perundang- 
undanpn. 

('f) Audit ebtemal Teknologl lnforma i dan Komunikasi 
dilakaanakan oleh auditor TIK ckstemal yang mcmiliki 
eertifikui. 

(st Audit Internal TeknoJoli lnformui dan Komunikasi dilakukan 
oleb 11m Auditor TIK internal Pemerintah Daerah, 

(6t Bupati menetapkan 'nm Auditor TIK internal Pemerintah 

OMrah .ebepim,ana dimekewl pada ayat (5) melalui 

K.epuluNn Bupati. 
('7) Audit Tckno&osJ lnformem dan Kamunikasi dilakaanaknn 

blrdaMrtcen bbijeken umum l*')'clcngp.num Audit 
T~ bdm s; daD Kamunflce; 

Pn nl 47 

Bagian Ke tu 

Umum 

IV 

I INFORMASI DAN KOMUNIKASI 



(1) Audit Aplikui SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 
ayat (1) huruf b dila.kukan tcrhadap Aplikasi Khusus. 

(2) Dinaa Komunikasi Informatika dan Persandian 
merencanakan pelaksana.an audit Aplikasi SPBE 
eebagaimana dima.ksud pada ayat (1) paling dikit ( atu) 
kali da1am 2 (dua) tahun. 

(3) Audit Apli.k.ui SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakaanakan berdaaarkan atandar dan tata cam 
pe1abanaan audit aplilcaai SPBE. 

. Bagian Ketiga 

Audit Aplikasi SPBE 

Pasal 49 

merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 

(2) Audit lnfrastruktur SPBE sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara 
pelabanaan audit Infrastruktur SPBE. 

Persandian dan lnformatika Komunikasi (l) Dinas 

Pa al 4 

Bagian K dua 

Audit lnfrastruktur SPBE 

Komunik ai, Dinas Komunikasi lnformatik dan Per andian 
melaporkan hasilnya kepada Tim Koorclinasi SPBE 
Pemerintah Daerah. 

udit Teknologi lnformasi dan (8) O am pelaksan an 



. - .·:- 

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola 
SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Telrnologi lnforrnasi dan 
Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE 
Pemerintah Daerah, Bupati memb ntuk TIM Koordinasi 
SPBE Pemerintah Daerah. 

(2) Bupati menetapkan Tim Koordina i SPBE ebagaimana 

dimaksud pads ayat (1) melalui Keputusan Bupati. 
(3) Susunan Tim Koordinaai SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Kepala bagian Organi asi 
dan Tata Lakaana, Kepala Dinas Komunikasi lnforrnatika 
dan Peraandian, Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 
Oaerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Deerah dan angota lain dengan penyesuaian esuai 
ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

(<f) Tim Koordinui SPBE eebllplrnana dirnak ud pada yat (1) 
mernWJd rincian tup.l clan program kerja yang 

dlkomunlkutkan k.eJ*ia eemua OPD. 
(5) Tim Koordinul SPBE eebllpim•na dlmaksud pada ayat (1) 

mcm!uWtut kolaborul antar OPD dalarn pcner pan SPBE . 

Pasal 51 

Bagian Kesatu 

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah daerah 

BABY 

PENYELENGGARA SPBE 

merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE 
ebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit l (satu) 

kali dalam 2 (dua) tahun. 
(3) Audit keamanan SPBE bagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan b rdasarkan stander dan tata cara 

pelaksanaan audit keamanan SPBE. 

Persandian dan Informatika 

(1) Audit Keamanan PBE ebagaimana dimaksud dalam pasal 

47 a at (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE 
dan Aplikasi Khu u . 

(2) Dinas Komunikasi 



(1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan 
clan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan 
mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis 
TIX. maka dapat di tetapkan OPD Mandiri TIK. 

(2) Penetapan OPO Mandiri TIK sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi 
kelayakan terhadap OPO. 

(3) Dinaa Komunikasi lnformatika dan Persandian melakukan 
prosee penilaian evaluasi kel yakan terhadap OPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD 
eehagsimana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mendaaarkan pada kriteria sebagai beriku t: 
a. kepemilikan SOM TIK; 
b. kepemilikan tuga.a pokok dan fungai khusu SOM TIK; 

e. ketenediaan anggaran TUC; 
d. kepemilikan kemampuan dan pengalaman membangun, 

meflFlola dan/atau menaembanpan aplikasi SPBE 

NCara mandiri; 
e. kepemiUkan apUkul; 
t. kepemWkan eerwr. 

Pasal 52 

Bagian Kedua 

OPO Mandiri TIK 

(6) Bupati melakukan koordin i dun menetapkan kebijakan 

SPBE di Pernerintah daerah. 

(7) Bupati rnenetapkan koordinasl SPBE Pemerintah Daerah 
yaitu Sekretari Daerah. 

( l Koordinator SPBE sebagaimana dirnaksud pada ayat (7) 

melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di 
Pernerintah Daerah, maupun penerapan dengan Instansi 
Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

(9) Bupati m lakukan r viu dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
ruga dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagairnana 
dimaksud p da a at (4). 



Pmdenesn peJ•kMDeen SPBB di lln&kunpn Pemerintah 
o..r.h benumbcr darl: 

(1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan 
pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE 
setiap tahun. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk: 
a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE; 
b. mengidcntifikasi permasalahan penerapan SPBE; 
c. mengidcntifikasi peluang SPBE; dan 
d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta 

Rencana SPBE. 
(3) Pelakaanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD terkait 
lainnya. 

(4) Pelakaanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana 
dirnakaud pada ayat (1) dilakukan aesuai dengan pedoman 
evaJuaai SPBE yang berlaku. 

(5) Oinu Komunikasi Informatika dan Peraandian mel porkan 
buil pemantauan dan evaluasi aebagaimaoa dimaksud p d 

ayat (lJ lr.epeda Tim Koordinui SPBE. 

BAB Vil 

PEN DAN MN 

Pua! 54 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 

Pasal 53 

(5) Bcrd kan ha il pro penilaian evaluasi kelayaka.n 
tcrhad p OPO ebagalmana dimaksud pada ayat (2), Dinas 

Komunika i lnformatika dan P rsandian mcngusulkan OPD 
ng la ak untuk di tetapkan sebagai OPD mandiri TIK 

kepada Bupati. 
(6) Berdasarkan usulan ebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Bupati menetapkan OPD Mandiri TIK dengan Keputusan 
Bupati. 

l 
I 



s. 
aerah Kabupmen Kolaka Utara Tahun :;i024 Nomor o~ 

Ditetapkan di Lasusua 
Pada tanggal I '-f MO,rc,t 2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Aga:r sctiep orang mengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya 
dalam Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

Pasal 56 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan lebih I njut t rkait teknis pelaksanaan SPBE di 
lingkungan Pem rintah Daerah ditetapkan dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

P al 55 

KETENTUAN LAlN-LAlN 

BABVlII 

angga.ran pendapatan dan belanja deerah; dan/eteu 

b. umber pendanean lain yang sah dan tidak mengikat eesuai 

dengan ketentuan pereturan perundang-undangan. 


